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A. Latar Belakang Masalah 

Camat seba_gai Kepala administrasi merupakan wakil bupati, adalah pelaku 

administrasi bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin 

pemerintahan, mengkoordinasi pemban_gunan dan membina kehidupan mas_yarakat 

di segala bidang. 

Sehubungan dengan ketentuan di atas maka camat diberi wewenang, tu_gas 

_ dan kewa_jiban sebagai berikut : 

1.  Memimpin penyeleng_garaan pemerintahan kecamatan, 

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah 

tingkat II sesuai dengan peraturan perundan_g-undan_gan yan_g diberikan oleh 

Bupati/Walikota yan_g bersangkutan, 

3. Meme_gan_g kebijaksanaan politik polisionil dalam ran_gka usaha memelihara 

keamanan dan ketertiban umum dalam keadaan tertib sipil, sesuai dengan 

peraturan perundan_g-undan_gan yang diberik�n oleh Bupati/Walikota Kepala 

Daerah, 

4. Melaksanakan tugas-tugas seba_gai prajaksa, 

5. Melaksanakan tugas-tugas pertahanan sipil, 

6. Mengadakan kerjasama yan_g baik den_gan unsur-unsur TNI setempat untuk 

menyelenggarakan _pemerintahan, 

7. Bertan_ggung jawab atas pun_gutan pajak yan_g diberikan padanya, 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



-2 

8. Melaksanakan tu_gas-tu_gas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota Kepala 

Daerah _yang bersan_gkutan, 

9. Memberi saran-saran dan atau pertimban_gan-pertimban_gan kepada 

Bupati/Walikota Kepala Daerah tentang langkah-'langkah yan_g perlu diambil 

dibidan_g tu_gasnya. 

Selain tu_gas-tl.lgas di atas, camat ju_ga mem�ang tugas sebagai Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan hal ini merupakan realisasi dari Pasal 19 UUPA. 

Camat dian_gkat seba_gai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana yan_g 

dimaksudkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri A_graria No. 10 Tahun 1961 yaitu 

seba_gai berikut : 

1. Notaris.J 

2. Pe_gawai dan bekas pegawai dalam lin_gkungan Departemen Dalam N�eri yan_g 

dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan 

pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lain yan_g bersan_gkutan dengan 

_persoalan peralihan hak atas tanah, 

3. Para pe_gawai Pamon_g Praja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat, 

4. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri Agraria 

(sekaran_g Menteri Dalam N�er,i). 

Mengingat kepastian hukum tentang tanah maka dalam penu11jukan 

seseorang pejabat, selain dari kemahiran pejabat tersebut tentan_g ketentuan­

ketentuan pertanahan, unsur yang sangat pentin_g pula yaitu kebenaran material dari 

akta yang diperbuatnya. 
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